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 Penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan prinsip Akuntabilitas 
sebagai salah satu bentuk prinsip Good Corporate Governance pada PD. Jasa 
Yasa di Kabupaten Malang. Pilihan tema tersebut, dilatarbelakangi oleh 
perkembangan globalisasi yang membuat persaingan dunia usaha semakin 
bersaing, dan untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat dibutuhkan penerapan 
prinsip GCG secara baik, salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah 
Akuntabilitas. Penelitian dilakukan di PD Jasa Yasa Kabupaten Malang 
dikarenakan PD. Jasa Yasa Kabupaten Malang kurang optimal dalam 
melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dari hasil penelitian, Ada beberapa hal yang 
kurang di laksanakan oleh PD. Jasa Yasa di Kabupaten Malang terkait tugas dan 
fungsi dari Direksi selaku organ utama dan SPI selaku organ. Hal tersebut terjadi 
karena adanya 2 hambatan yakni mengenai SDM dan Substansi Hukum di 
dalamnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut PD. Jasa Yasa telah 
melakukan upaya-upaya. 
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ABSTRACT 
The author raise the issue of the principle of accountability as one of the 
principles of Good Corporate Governance (GCG) in PD. Jasa Yasa at Kabupaten 
Malang. The theme for this essay motivated by globalization which makes 
competition increasingly competitive business world, and to address unfair 
competition required the application of the principles of Good Corporate 
Governance (GCG), one of the principle to be followed is accountability. The 
research taken place in the LC jasa Yasa, Malang District, in reason that LC Jasa 
Yasa has not optimize the accountabilityprinciples yet. In result, there are few 
thing that not really applied by the LC Jasa Yasa concerning the obligations and 
functions by the management as the main organ and SPI as organ. It is caused 
bye two obstacles concerning the huma resources and the law substances inside. 
To dealing with it, that LC Jasa Yasa as beenconducted many efforts. 
Keywords:  Accountability Principle, Regional Companies. 
 
 
 A. PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara berkembang yang mulai menata kehidupan 
masyarakat dan pemerintahannya untuk menjadi negara yang maju disegala 
bidang. Indonesia mengalami beberapa hambatan baik dari dalam maupun luar 
Indonesia dalam usahanya menjadi negara yang maju. Salah satu hambatan 
tersebut adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut membawa dampak negatif 
bagi perkembangan Indonesia. Keadaan ekonomi yang sudah mulai tertata dengan 
baik mengalami kemunduran. Krisis moneter tersebut juga mempengaruhi seluruh 
tatanan negara berbangsa, bernegara, sehingga menimbulkan multi krisis, yaitu 
krisis ekonomi yang diikuti pula dengan krisis moral dan keprecayaan. Semua 
lembaga pemerintahan dan dunia usaha termasuk Perusahaan milik pemerintah  
memiliki tanggung jawab melalui solusi pemecahan terhadap multikrisis yang 
melanda Indonesia. Salah satu solusi dalam menghadapi multikrisis di Indonesia 
adalah penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance oleh perusahaan-
perusahaan milik pemerintah baik pusat maupun daerah. 
Seperti halnya Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan 
BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan. Selanjutnya BUMN terdiri dari Perusahaan yang 
berbentuk Perseroan dan juga Perum. 
 
Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang  
seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang 
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang 
bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip 
pengelolaan perusahaan1. Perusahaan daerah memainkan peranan penting dalam 
menghasilkan pendapatan bagi daerah, yakni memberikan kontribusi bagi 
pengembangan perekonomian daerah melalui kegiatan produksi barang atau jasa, 
dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat strategis bagi masyarakat.  
 
Perusahaan daerah sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented). Keuntungan yang 
diperoleh tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 
ditujukan untuk membiayai pembangunan di daerah.  
 
Perusahaan daerah dapat mengalami kerugian yang dapat disebabkan oleh 
buruknya pengelolaan perusahaan daerah, tidak berfungsinya sistem perencanaan 
dan pengendalian internal terutama karena kurang berperannya Dewan Komisaris 
sebagai pengawas, tidak efektifnya pengelolaan perusahaan daerah, rendahnya 
integritas Direksi, kegagalan proyek penting, dan pembiayaan hutang yang 
berlebihan. Salah satu cara untuk mengatasi kerugian dan memperbaiki tata kelola 
perusahaan milik daerah adalah dengan menerapkan prinsip Good Coorporate 
Governance.  
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 Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut GCG, memiliki 5 
prinsip dasar, yaitu transparansi ( transparency ), akuntabilitas ( accountability), 
Responbilitas (responsibilty), Indepedensi (indepedency), serta kesetaraan dan 
kewajaran (fairness). 2 Akuntanbilitas sebagai salah satu prinsip dalam GCG  
meliputi banyak hal, antara lain adanya pengawasan yang efektif terhadap 
managemen perusahaan yang merupakan pertanggung jawaban kepada 
perusahaan dan pemegang saham. Diperlukan keseimbangan kekuasaan antara 
pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pelaporan keuangan dengan cara 
dan waktu yang tepat, pertanggung jawaban dari komisaris dan direksi, penangan 
konflik, dan audit efektif. 
 
Akuntabilitas yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 
profesional tanpa beturan kepentingan dan/ atau pengaruh/tekanan dari pihak 
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas (accountability) menurut 
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik (GCG) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 
efektif.3 
 
Pelaksanaan GCG seharusnya diterapkan oleh semua perusahaan dan 
lembaga pemerintahan, termasuk perusahaan daerah Jasa Yasa yang berada di 
Kabupaten Malang. Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang ini diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang struktur organisasi dan 
tata kerja perusahaan Daerah Jasa Yasa dan juga Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 1993 tentrang Pendirian Jasa Yasa. Perusahaan Daerah Jasa Yasa 
merupakan salah satu perusahaan daerah dari beberapa perusahaan-perusahaan 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Malang.  
Organ Kepengurusan Perusahaan Daerah Jasa Yasa terdiri dari Bupati 
Malang selaku pemilik saham tertinggi ( Kepala Daerah), Badan Pengawas dan 
juga Direksi. Direksi pada Perusahaan daerah Jasa Yasa terdiri dari 3 bagian yakni 
Direktur Administrasi, Direktur Usahan dan juga Direktur Utama. Masing-masing 
Direktur menaungi bagian, seksi dan unit-unit dalam yang terbentuk di PD Jasa 
Yasa Kabupaten Malang. 
Pelaksanaan Prinsip Akuntanbilitas di Perusahaan daerah Jasa Yasa 
Kabupaten Malang memiliki hambatan, di mana hambatan ini terdapat pada salah 
satu organ dalam PD. Jasa Yasa yaitu Direksi. Hambatan dari salah satu organ ini, 
dipengaruhi juga oleh Organ Sistem Pengawasan Internal yang  merupakan salah 
satu bentuk kewajiban Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga 
Direksi;lah yang juga ikut bertanggung jawab atas Satuan Pengawasan Internal 
ini. Hal ini terbukti dengan tidak maksimalnya organ tersebut dalam 
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melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan perusahaan daerah. Dengan 
demikian hambatan tersebut tentunya mempengaruhi dalam pemenuhan prinsip 
Akuntabilitas. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana pelakasanaan Prinsip Akuntabilitas pada  Perusahaan Daerah 
Jasa Yasa di Kabupaten Malang ? 
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam melaksanakan Prinsip Akuntabilitas pada PD. Jasa Yasa 
di Kabupaten Malang? 
C. METODE 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris karena mengkaji 
implementasi Undang-undang nomor 20 tahun 2006 terhadap penerapan prinsip 
akuntabilitas pada PD. Jasa Yasa di Kabupaten Malang.  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha 
mengidentifikasikan hukum dan melihat pelaksanaan hukum yang terdapat di 
masyarakat4. Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh 
data akurat yang dikehendaki mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dengan 
melihat fakta-fakta yang ada dalam PD. Jasa Yasa Kabupaten, hambatan dalam 
penerapannya, serta upaya yang dilakukan oleh PD. Jasa Yasa Kabupaten Malang 
untuk mengatasi hambatan tersebut. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a) Data primer ini meliputi hasil wawancara dari Hasil wawancara dari 
seluruh organ dan karyawan PD. Jasa Yasa di Kabupaten Malang. Data 
Sekunder dalam penulisan ini didapat melalui studi kepustakaan yang berupa 
Perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, makalah, modul, internet dan 
dokumentasi lainnya yang memiliki relevansi dengan judul penulisan ini. 
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Data ini dikumpulkan dari beberapa literatur yang penulis anggap bisa 
mendukung penelitian yang penulis lakukan 
4. Tekhnik Analisis Data 
Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran 
umum yang jelas mengenai obyek penelitian. Digunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif untuk data primer, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara 
memaparkan data yang diperoleh dilapangan berupa apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku-perilaku nyata, untuk 
selanjutnya disusun, dijabarkan serta dianalisa untuk memperoleh jawaban 
maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis 
serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang 
timbul yang menyangkut obyek-obyek penelitian. Untuk data sekunder dilakukan 
dengan teknik analisa isi yaitu mengkaji dan mengkonsistensi peraturan yang ada 
dan masih berlaku. 
 
D. PEMBAHASAN 
1. Gambaran Umum PD. Jasa Yasa 
Perusahaan Daerah Jasa Yasa ini berdiri di kota Malang sejak Tahun 1973, 
tepatnya tanggal 17 September 1993. Perusahaan  Daerah Jasa Yasa Kabupaten 
Malang  adalah salah satu perusahaan daerah yang berada di Daerah Tingkat II 
Kabupaten Malang. Kedudukan Kantor Direksi Perusahaan Di Jalan Basuki 
Rahmat Nomor 11 Malang, Kota Malang dan kantor cabang serta unit-unit usaha 
di tempat usaha yang bersangkutan berada di wilayah Kota Malang, Kota  Batu 
dan Kabupaten Malang. Data Pendirian PD. Jasa Yasa diantaranya adalah5 
Waktu dan Tempat Pendirian  : Jalan Basuki rahmat Nomor 11  Malang 
Tanggal Pendirian  : 17 September 1973 
Nama Pendiri   : Pemerintah Kabupaten Malang 
Nama Perusahaan  : Perusahaan Daerah Jasa Yasa  
Dasar Hukum Pendirian  : Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12  
Tahun 1993 dandiubah menjadi Peraturan daerah  
Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2006. 
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Modal dasar Perusahaan Daerah adalah Rp. 40.527.097,- (empat puluh juta 
lima ratus dua puluh tujuh sembilan puluh tujuh rupiah). Di mana modal 
Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau diperbesar dengan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 
Tahun 1993 tentang Perusahaan daerah Jasa Yasa Kabupaten daerah Tingkat II 
Malang. Modal tersebut juga termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). 
Perusahaan Daerah Jasa Yasa adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat6 : 
a. Memberi Jasa; 
b. Menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat; 
c. Meningkatkan Pendapatan bagi Pemerintah Daerah; 
Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk ikut serta melaksanakan 
Keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan secara 
signifikan dipengaruhi oleh organ utama Perusahaan, yaitu Direksi, Badan 
Pengawas dan Kepala Daerah. Sesuai dengan keputusan Bupati Malang Nomor 40 
Tahun 2000, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa 
Yasa Susunan pengurus sebagai berikut : 
a. Badan Pengawas : 
a. Ketua Merangkap Anggota 
b. Wakil Ketua Merangkap Anggota 
3. Sekretaris Merangkap Anggota 
4. 2 (dua) orang anggota   
b. Direksi : 
1. Direktur Utama 
1 Direktur Administrasi 
3. Direktur Usaha 
c. Satuan Pengawas Intern 
d. Unit Usaha dipimpin seorang Kepala Unit 
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2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada PD. Jasa Yasa di Kabupaten Malang 
dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Malang Nomor 20 tahun 2006 tentang 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan daerah Jasa Yasa Kabuoaten Malang. 
Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang Perusahaan daerah Jasa Yasa 
menjelaskan bahwa dalam PD. Jasa Yasa terdapat 2 bagian organ, yakni : 
1. Organ Utama  
Organ utama PD Jasa Yasa yang terdiri dari Kepala Daerah, Badan 
Pengawas, dan Direksi memiliki pembagian tugas masing-masing di dalam 
Perusahaan, diantaranya adalah : 
a. Kepala Daerah. 
Kepala Daerah adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan 
tertinggi dalam Perusahaan serta memiliki segala wewenang yang tidak 
diserahkan kepada Direksi dan Badan Pengawas7. Kepala Daerah bertindak selaku 
Pemilik Perusahaan, ,merupakan organ yang menentukan kebijakan dan 
keputusan atas persoalan-persoalan dasar dalam Perusahaan. Kepala Daerah 
berfungsi melaksanakan pengendalian utama secara menyeluruh terhadap setiap 
pemenuhan kewajiban oleh Direksi dan Badan Pengawas sesuai dengan aturan 
main yang telah ditetapkan.8 
b. Badan Pengawas 
Dalam Bab II pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2006 tentang 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang memuat 
tentang Tugas badan pengawas, diantaranya adalah : 
a) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang 
dilaksanakan oleh Direksi, termasuk di dalamnya pengawasan atas 
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 
b) memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah secara tertulis 
mengenai hal-hal sebagai berikut : 
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Visi dan Misi Perusahaan; Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi; Rencana 
Korporat (Corporate Plan) yang diajukan oleh Direksi; Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan oleh Direksi; Laporan Keuangan 
Perusahaan, yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang diajukan oleh 
Direksi; Laporan Kinerja Perusahaan; Kepengurusan Perusahaan dalam aspek-
aspek lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan dan 
Keputusan-Keputusan Kepala Daerah. 
c) meneliti dan menelaah Laporan Berkala, laporan Insidentiil dan 
informasi-informasi lainnya yang disiapkan oleh Direksi. 
c. Direksi 
  Dalam pengelolaan Perusahaan tersebut, Peraturan Bupati Malang Nomor 
20 Tahun 2006 dalam Bab III menjelaskan tentang Direksi dengan Tugas 
diantaranya adalah : 
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan sehari-hari 
berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Daerah dan 
Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib dan tata kerja 
yang sudah ditetapkan, serta memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan 
Tugas Pokok dan Fungsi dari anggota Direksi diatur Keputusan Bupati 
Malang Nomor 40 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perusahaan Daerah Jasa Yasa diantaranya adalah : 
1. Direktur Utama 
Direktur Utama pada PD. Jasa Yasa telah melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan Pasal 9 Keputusan Bupati Nomor 40 Tahun 2006 diantaranya adalah : 
a. memimpin dan mengendalikan segala kegiatan Perusahaan daerah baik di 
kantor Pusat maupun unit-unit Usaha Perusahaan Daerah. 
b.  menyelenggarakan pembinaan administrasi, kegiatan organisasi dan tata 
kerja terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Perusahaan Daerah. 
c. Direktur Utama juga memberikan pelayanan tekhnis dan administrasi 
kepada bupati, seluruh perangkat perusahaan daerah, masyarakat dan 
instansi lain yang terkait. 
d. Penyampaian Laporan kepada Kepala Daerah mencakup Laporanberkala 
mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi. 
e. mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun di Luar Pengadilan. 
f. Merencanakan dan Menetapkan Program Kerja Perusahaan Daerah. 
g. Direktur Utama pada PD. Jasa Yasa juga membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan Pembangunan di Kabupaten Malang sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
h. Direktur Utama juga melaksanakan tugas-tugas lain yang nantinya 
diberikan oleh Bupati. 
 Fungsi dari Direktur Utama yang termuat dalam Pasal 10 Keputusan Bupati 
Nomor 40 Tahun 2006, yakni : 
a. Koordinasi dalam arti mengatur dan mmebina kerjasama, 
mengintegrasikan dan mensikronasikan penyusunan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan Daerah. 
b. Perencanaan dalam arti mempersiapkan, merencanakan, menyusun 
program, menyusun anggaran Pendapatan dan belanja Perusahaan 
Daerah, menilai pelaksanaan program dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanka Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan 
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
c. Pembinaan Administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, 
mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan 
pembukuan, pembinaan tekhnis lainnya serta mengadakan hubungan 
dengan lembaga resmi dan masyarakat. 
d. Pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti melaksanakan 
penelitian dan pengembanga dalam rangka membina dan memelihara 
seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan Perusahaan Daerah. 
e. Pengawasan dalam arti mengadakan pengawasan kedalam terhadap 
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Aparat Perusahaan Daerah, 
sehingga hasil gunba dan daya guna kerja dapat tercapai secara 
maksimal. 
f. Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan 
dan ketrtiban kedalam dan keluar. 
2. Direktur Administrasi 
Direktur Administrasi pada PD. Jasa Yasa telah melaksnakan tugasnya 
termasuk sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 Keputusan Bupati Kabupaten 
Malang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perusahaan Daerah Jasa Yasa, diantaranya adalah : 
a. Direktur Administrasi melaksanakan sebagian tugas Direktur utama 
khusus dalam bidang administrasi dan umum. 
b. Direktur Administrasi juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh direktur Utama. 
Fungsi dari Direktur Administrasi, diantaranya adalah : 
a. Mengkoodinaiskan dan mengendalikan kegiatan disbidang Administrasi 
Umum, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian. 
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pengadaan dan 
Pengelolaan Perlengkapan.  
c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan dan 
Perbelanjaan serta kekayaan Perusahaan Daerah. 
d. Mengendalikan keuangan pendapatan dari hasil-hasil unit usaha 
Perusahaan Daerah. 
e. Membina organisasi dan tata laksana kerja Perusahaan Daerah. 
3. Direktur Usaha 
 Direktur Usaha PD. Jasa Yasa mempunyai Tugas sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 15 Keputusan Bupati Malang nomor 40 Tahun 2006, diantaranya 
adalah : 
a. Melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dibidang unit-unit 
Perusahaan daerah.  
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Direksi Utama  
Dalam pasal 16 Keputusan Bupati Nomor 40 Tahun 2006 Keputusan Bupati 
Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa juga mengatur tentang Fungsi dari Direktur 
Usaha, diantaranya adalah : 
a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan, 
penelitian dan pengembangan unit-unit usaha. 
b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi untuk meningkatkan unit-
unit usaha. 
c. Mengkoordinasikan dan melaksnakan penyuluhan untuk pengembangan 
unit-unit usaha. 
d. Melaksanakan pembinaan tekhnis operasional dan bimbingan terhadap 
semua unit-unit usaha. 
e. Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan fisik dan sarana-
sarana lainnya terhadap semua unit-unit usaha. 
f. Melaksnaakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk 
pengembangan unit-unit usaha. 
g. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan pihak ketiga untuk 
pengembangan unit-unit usaha. 
Selain organ utama, PD. Jasa Yasa juga memiliki organ pendukung yakni : 
1. Sekretaris Perusahaan 
Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan 
melaporkan kegiatannya kepada Direksi secara berkala. Tugas dan tanggung 
jawabnya adalah9 : 
a. Dalam kaitannya dengan Rapat Direksi, dan Rapat Badan Pengawas 
dan Direksi : 
1) mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan rapat 
pertanggung jawaban Direksi, baik yang bersifat tahunan maupun 
yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Kepala 
Daerah; 
2) membuat dan mendokumentasikan risalah rapat 
3) mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dan Kepala 
Daerah. 
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b. Dalam kaintannya dengan Kepala Daerah : 
1) mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan rapat 
pertanggung jawaban Direksi, baik yang bersifat tahunan maupun 
yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Kepala 
Daerah 
2) membuat dan mendokumentasikan risalah rapat 
3) mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dan Kepala 
Daerah. 
c. Dalam kaitan dengan Badan Pengawas : 
1) mengkoordinasikan arus informasi (laporan manajemen dan laporan 
lainnya) kepada Badan Pengawas 
2) mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dengan Badan 
pengawas. 
d. mengikuti perkembangan bidang usaha perusahaan khususnya 
peraturan-peraturan yang  berlaku di bidang usaha perusahaan; 
e. mengikuti perkembangan peraturan, khususnya yang berkaitan dengan 
good corporate  
     governance dan menganalisis dampaknya terhadap perusahaan. 
f. menjadi penghubung antara Perusahaan dengan masyarakat atau badan-
badan yang      
     menjalin hubungan dengan Perusahaan 
g. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang 
dibutuhkan yang berkaitan dengan Perusahaan. 
h. memberikan masukan/informasi kepada Direksi untuk mematuhi semua 
ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan good corporate 
governance dan etika korporasi, serta memberikan masukan tentang 
peraturan perundang-undangan yang baru; 
i. membantu manajemen dalam menjalim hubungan baik dengan instansi 
yang terkait dengan Perusahaan khususnya pemerintah, DPRD, dan 
lain-lain; 
j. memberikan pendapat hukum terhadap setiap rancangan produk yang 
memiliki kekuatan hukum di lingkungan Perusahaan; 
k. mendokumentasikan segala jenis kebijakan, keputusan dan surat edaran 
Direksi, surat perjanjian dan dokumen lainnya yang menjadi produk 
yang memiliki kekuatan hukum di lingkungan Perusahaan; 
l. mengkoordinasikan pembuatan buku laporan tahunan, profil 
perusahaan, brousr mengenai  Perusahaan dan media lainnya. 
2 Satuan Pengawas Internal (SPI) 
Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan unit pengawas internal 
Perusahaan yang dipimpin oleh seorangt Kepala yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Direktur Utama, bersifat independen. Dalam melaksanakan fungsinya, SPI 
bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tugas dan tanggung jawab dari SPI 
itu sendiri diantaranya adalah10 : 
a. Membantu Direksi dalam melakukan pengawasan dengan menjabarkan 
secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan 
hasil pengawasan, agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan 
aset perusahaan; 
b. Melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem prosedur pada semua 
kegiatan perusahaan melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan 
secraa tidak langsung; 
c. Membantu direksi dalam melakukan pengawasan internal Perusahaan, 
memberikan saran tindak untuk mencapai sasaran Perusahaan yang efektif, 
efisien dan ekonomis, serta membantu penerapan praktik-praktik good 
corporate governance dengan menyediakan informasi dan/atau laporan 
pemeriksaan sesuai permintaan Badan Pengawas; 
d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut atas saran tindak 
hasil pemeriksaan yang telah disetujui Direksi. 
Menyampaikan laporan periodik 3 (tiga) bulanan kepada Direksi. 
Peraturan Bupati Malang Bab VI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan yang baik menjelaskan tentang Akuntabilitas Pengurusan 
Perusahaan. Akuntabilitas perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut 
tersebut terdiri dari : 
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1) Struktur Pengendalian Internal 
2) Rencana Korporat 
3) Rencana naggaran dan Pendapatn Daerah 
4) Pelaporan Tahunan 
5) Rahasia Informasi 
 
3. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas pada PD. Jasa Yasa di Kabupaten 
Malang. 
Pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan Daerah Jasa Yasa, organ utama dari PD. Jasa Yasa terdiri dari : 
a. Kepala Daerah 
Kepala Daerah adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan 
tertinggi dalam Perusahaan serta memiliki segala wewenang yang tidak 
diserahkan kepada Direksi dan Badan Pengawas11. Pada Peraturan Bupati Nomor 
20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa 
Kabupaten Malang maupun Keputusan Bupati Nomor 40 tahun 2006, tidak diatur 
secara jelas mengenai tugas dari Kepala Daerah. Kepala Daerah merupakan organ 
tertinggi dalam PD. Jasa Yasa, maka dari itu Kepala Daerah tidak ikut dalam 
pengurusan Perusahaan. Tetapi dapat disimpulakan bahwa Kepala Daerah 
bertindak selaku Pemilik Perusahaan, merupakan organ yang menentukan 
kebijakan dan keputusan atas persoalan-persoalan dasar dalam Perusahaan. Setiap 
rencana ataupun laporan-laporan terkait kegiatan PD. Jasa Yasa harus 
mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah. Kepala Daerah berfungsi 
melaksanakan pengendalian utama secara menyeluruh terhadap setiap pemenuhan 
kewajiban oleh Direksi dan Badan Pengawas sesuai dengan aturan main yang 
telah ditetapkan.  
b. Badan Pengawas 
Badan Pengawas merupakan representasi dari Kepala Daerah yang 
bertanggung jawab dan berwenang dalam melakukan pengawasan secara umum 
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dan atau khusus terhadap Perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi 
dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan12. Badan Pengawas pada 
PD. Jasa Yasa adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang dijabat oleh Dr. 
Abdul Malik, SE, M.si Nasihat yang diberikan Oleh Badan Pengawas dapat 
membantu Direksi dalam mempertimbangkan keputusan mengenai kegiatan-
kegiatan pada PD. Jasa Yasa. Nasihat tersebut dapat dilakukan melalui rapat yang 
diadakan bersama dengan Direksi PD. Jasa Yasa. Badan Pengawas merupakan 
organ Perusahaan yang memberikan keseimbangan positif yang dapat membatasi 
pengaruh berlebihan dari Direksi dalam kepengurusan Perusahaan, namun hal 
tersebut tidak dimaksudkan untuk mengimbangi ataupun memberatkanya. 
c. Direksi 
Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas 
pengelolaan Perusahaan dengan cara yang sebaik mungkin untuk kepentingan dan 
tujuan Perusahaan, serta bertindak untuk dan atas nama Perusahaan baik di dalam 
maupun di luar pengadilan. Direksi bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan 
perusahaan daerah, serta memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan Daerah. 
Pada Hakekatnya, yang melakukan pengurusan di dalam sebuah Perusahaan 
daerah adalah Organ Badan Pengawas dan Direksi beserta bagian-bagian yang 
berada di bawahnya. Direksi dan  badan Pengawas mmeiliki bagian tugas dan 
fungsi masing-masing dalam menjalankan Perusahaan guna menerapkan prinsip 
Akuntabilitas di dalamnya. Kejelasan Tugas dan Fungsi dari kedua organ tersebut 
diatur juga di dalam Keputusan Bupati Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2006 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa. 
Berdasarkan analisa, maka Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
pasal 9-10, 12-13, dan 28-29 dari Keputusan Bupati nomor 40 Tahun 2006. Hanya 
saja dalam pelaksanaan pasal 10 terkait fungsi dari Direktur Utrama kurang efektif 
dalam menjalankan fungsinya, terlihat dari kurang dilaksanakannya secara efektif 
fungsi dari Direktur Utama untuk melakukan penelitian pengembangan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 butir d dalam Keoutusan Bupati Nomor 
40 tahun 2006.  
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Dalam Pasal 29 terkait fungsi dari Direktur Usaha, terlihat bahwa pasal ini 
belum dilaksanakan dengan baik. Direktur Usaha pada PD. Jasa Yasa tidak 
melakukan promosi yang ideal, di manapromosi tersebut seharusnya memuat 
tentang inofrmasi-informasi baru. Tetapi sayangnya, promosi guna 
memperbaharui informasi-informais yang disajikan belum terlaksana. 
Organ Pendukung : 
1. Sekretaris Perusahaan 
Dalam kaitannya dengan Rapat Direksi, dan Rapat Badan Pengawas dan 
Direksi, sekretaris PD. Jasa Yasa mengkoordinasikan perencanaan dan 
penyelenggaraan rapat pertanggungjawaban Direksi, baik yang bersifat tahunan 
maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Bupati selaku 
Kepala Daerah. Bersifat luar biasa adalah rapat yang dilaksanakan karena ada hal 
yang sangat penting dan sifatnya mendesak. Sekretaris berkewajiban untuk 
mengadakan jadwal rapat tentunya dengan ijin dari Direktur Utama.  
Sekretaris pada PD. Jasa Yasa telah cukup efektif dalam menjalankan tugas-
tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 20 
tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa 
Kabupaten Malang. Dalam kaitan dengan Badan Pengawas, Sekretaris PD. Jasa 
Yasa telah melakukan pengkoordinasikan arus informasi (laporan manajemen dan 
laporan lainnya) kepada Badan Pengawas serta mendokumentasikan surat 
menyurat antara Direksi dengan Badan pengawas. Pengkoordinasian arus 
informasi dilakukan dengan mengevaluasi segala bentuk informasi yang masuk ke 
dalam PD. Jasa Yasa, baik itu informasi mengenai laporan manajemen ataupun 
laporan lainnya sperti laopran keuangan serta laporan kegiatan internal 
Perusahaan. 
2. Satuan Pengawas Internal 
SPI merupakan bentukan dari Direktur Utama secara Independen yang 
berfungsi untuk menjalankan pengendalian risiko usaha di PD. Jasa Yasa selain 
itu juga untuk melakukan pengawasan dan pembuatan dari RKAP. SPI seharusnya 
melakukan verifikasi data antara yang dilaporkan dengan kenyataan yang etrjadi 
di Lapangan. SPI di PD. Jasa Yasa harus melakukan pemeriksaan langsung di 
lapangan untuk menyesuaikan dan menjaga keakuratan data yang dilaporkan. 
Tetapi pada kenyataanya yang terjadi, SPI todak melakukan tugasnya dengan 
cukup baik. SPI pada PD. Jasa Yasa hanya menerima laporan dari tiap unit dan 
bagian tanpa mengaudit langsung dengan yang terjadi di tiap unit tersebut. 
Sehingga yang terjadi laporan yang diberikan pun belum tentu terjamin 
keakuratannya. SPI pada PD. Jasa Yasa juga tidak melakukan pemeriksaan atau 
pengawasan terhadap bagian-bagian yang terdapat dalam PD. Jasa Yasa13. Hal ini 
tentu berpengaruh pada RKAP Perusahaan yang merupakan tanggung jawab dari 
Direksi. 
 
3. HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN 
 Sumber daya manusia pada PD. Jasa Yasa merupakan salah satu faktor 
penghambat dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada PD. Jasa Yasa. Tidak 
dilaksanakan tugas dari Direktur Utma, Direktur Usaha dan SPI  dikarenakan 
SDM yang terkandung didalam PD. Jasa Yasa belum optimal dalam 
melaksanakan tugas dari masing-masing individu sesuai dengan bagiannya. 
Hambatan lain adalah dengan tidak tepatnya penempatan SDM dalam susunan 
organ kepengurusan di dalam PD. Jasa Yasa sesuai dengan latar belakang 
pendidikannya. Contohnya adalah Kepala Bagian Keuangan ditempati oleh 
Sarjana Hukum, dan sebaliknya Kepala Bagian Umum ditempati oleh Sarjana 
Ekonomi. 
Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi hambatan Pelaksanaan 
Akuntabilitas,  Perusahaan Daerah Jasa Yasa memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing anggota Direksi. Hal ini 
dilakukan untuk mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance khususnya 
Prinsip akuntabilitas. Perusahaan berusaha mengatasi hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan pasal tersebut dengan berbagai upaya.   
Salah satu bentuk upaya dalam penanganan masalah ini, diantaranya adalah :  
1. Terkait Sumber Daya Manusia 
Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan kepada seluruh karyawan PD. Jasa 
Yasa mengenai Pengembangan dan penelitian guna melaksanakan Tata Kelola 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Henry selaku Kepala bagian Umum PD. Jasa Yasa kabupaten 
Malang, tanggal 29 Oktober 2012  
Perusahaan yang baik. Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui Bagian Personalia 
yang memang berhubungan dengan kepegawaian atau sumber daya manusia serta 
adanya penempatan SDM pada organ perusahaan seusai dengan latar belakang 
pendidikan SDM tersebut. 
2. Terkait Substansi Hukum 
Dilakukannya Pengaturan sanksi yang tegas dalam peraturan terkait pedoman  
pelaksanaan prinisp Akuntabilitas di PD. Jasa Yasa. Sehingga para organ 
pengurus perusahaan dapat lebih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-
tugasnya sesuai dengan bagian masing-masing. Dengan adanya sanksi yang tegas 
dalam peraturan, maka secara tidak langsung dapat memaksa para organ untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya. 
 Upaya-upaya tersebut dilakukan mengatasi kendala yang ada, sehingga 
pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas oleh Direksi tercapai. Pelaksanaan 
ketentuan tersebut dengan baik dapat mewujudkan dari pemenuhan Prinsip 
akuntabilitas di Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang. 
E. KESIMPULAN 
Beberapa Kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yaitu PD. Jasa Yasa 
Kabupaten Malang kurang efektif dalam melaksanakan Prinsip akuntabilitas pada 
Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dari masing-masing organ yang 
terkandung di dalamnya. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hal, diantaranya 
adalah : 
a) Tidak terlaksananya Pasal 10 butir (d) tentang pelaksanaan fungsi dari 
Direktur Utama sebagai bagian dari Direksi pada PD. Jasa Yasa 
Kabupaten Malang  
b) Tidak terlaksananya Pasal 29 butir (b)  tentang pelaksanaan fungsi dari 
Direktur Usaha sebagai bagian dari Direksi PD. Jasa Yasa Kabupaten 
Malang. Dimana fungsi yang tidak terlaksana itu adalah untuk 
melaksanakan promosi guna pengembangan unit-unit usaha. 
c) Tidak terlaksananya salah satu fungsi SPI sebagaimana diatur dalam  
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang. 
Hal-hal tersebut jelas mempengaruhi dan menjadi faktor penghambat dari 
pelaksanaan Prinsip Akuntablitas Pengurusan Perusahaan pada PD. Jasa Yasa 
Kabupaten Malang. 
1. Hambatan yang dihadapi oleh PD. Jasa Yasa dalam melaksnakan Prinsip 
Akuntabilitas adalah Terkait organ Direktur Utama, Direktur Usaha dan 
SPI yang tidak melaksanakan tugasnya, hal ini yang menjadi faktor 
penghambat adalah pembagian tugas yang tidak sesuai dengan latar 
belakang pendidikan yang dimiliki. Sehingga tugas masing-masing tidak 
dapat dijalankan dengan maksimal. Selain itu Substansi Hukum juga 
menjadi faktor penghambat dengan tidak adanya sanksi yang tegas dalam 
hal terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip Akuntabilitas di PD. 
Jasa Yasa. 
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut 
diantaranya adalah a). Penempatan posisi sesuai keahlian masing-masing. 
b). Pemberian pelatihan, Penyuluhan, pendidikan dan kegiatan 
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